
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.775, 2014 KEMENHUT. Hasil Hutan Kayu. Hutan Alam.
Penatausahaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.41/Menhut-II/2014

TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL

DARI HUTAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak negara atas hasil
hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian
dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan
hasil hutan sesuai Pasal 117 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta
Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.55/Menhut-II/2006 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 telah
ditetapkan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal
Dari Hutan Negara;

c. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan
tata kelola kehutanan dalam rangka mengurangi
ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Tim
Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi serta dengan
mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini,
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maka perlu dilakukan pengaturan kembali
penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari
hutan alam;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang
Berasal Dari Hutan Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4813);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5325);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 36);

12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II,
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sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 59/P Tahun 2011;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-
II/2009 tentang Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
24);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-
II/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan
Temuan, Sitaan dan Rampasan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.47/Menhut-II/2009;

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan,
Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR);

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga
Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-
II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi
Ekosistem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-
II/2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 233);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
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P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-
II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil
Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 320);

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-
II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang
Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 737);

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-
II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau
Pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.45/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1272);

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-
II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 14);

24. Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 7533.1:2010
tentang Pengukuran dan Tabel Isi Kayu Bundar Rimba
Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI HUTAN ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan
pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan,
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